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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulan  hal – hal sebagai berikut: 

1. Bahwa umumnya penyebab terjadinya salah tangkap sehingga 

menimbulkan korban adalah akibat kurangnya profesionalisme pihak 

penyidik kepolisian, yaitu masih banyak menggunakan cara-cara 

intimidasi dan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, sehingga ketika 

perkara tersebut dibawa ke pengadilan tidak terbukti bahwa yang 

bersangkutan bukanlah sebagai pelaku tindak pidana.  

2. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap secara yuridis 

normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang perlu menjadi 

perhatian adalah menegakkan ketentuan tersebut dalam hal terjadi kasus 

salah tangkap. 

3. Kendala- kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap dalam 

menuntut pemeberian rehablitasi dan ganti kerugian antara lain : 

a. Kendala tidak tahuan 

Umumnya korban salah tangkap tidak mengetahui harus kemana dan 

harus bagaimana untuk mengurus rehablitasi dan ganti kerugian. 
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Bahkan dalam benak korban tidak ada sama sekali terpikirkan apa itu 

rehablitasi, dan ganti kerugian. 

b. Kendala Psikologis 

Umumnya mereka yang sudah terbebas dari jerat hukum tidak ingin 

berurusan lagi dengan masalah hukum, karena mereka berpikir 

dengan menuntut rehablitasi dan ganti kerugian  berartimasih 

berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

 

c. Kendala Ekonomis 

Korban salah tangkap beranggapan berurusan dengan hukum tentu 

membutuhkan biaya. Disisi lain harapan untuk mendapatkan 

pemulihan nama baik dan uang berpa ganti kerugian akibat salah 

tangkap belum tentu dapat terwujud. 

4.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Agar salah tangkap tidak terjadi, atau setidak tidaknya mengurangi 

tingkat korban salah tangkap, maka perlu polisi meningkatkan 

profesionlisme dalam mengungkap suatu kejahatan. Menghindari 

intimidasi dan segala bentuk kekerasan dalam pengungkapan 

kejahatan. 
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b. Secara yuridis normatif perlindungan hukum terhadap korban salah 

tangkap sudah ada pengaturannya. Oleh karena itu peran 

pemerintah khsusnya bidang terkait adalah bagaimana menegakkan 

aturan tersebut sehingga berlaku efektif. 

c. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman 

hukum terutama menyangkut soal hak-hak selaku korban salah 

tangkap dengan melakukan penyuluhan hukum. Pernan Lembaga 

Bantuan Hukum non provit alias prodeo sanagt penting dalam hal 

korban secara ekonomis tidak mampu. 
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